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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 2273 tahin 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER

PADA SEKOLAH T

b.

A
EKONOMI SYARYPAIL
TINGGI AGAMA ISLAM

A
ULV,
NEGERI JEMBER
TAHUN 2013
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bahwa dalam rangka memberikan otﬁmmi kepada perguruan tinggi agama
Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai
kebutuhan, m k perguruan tinggi dxdorong untuk menyelenggarakan

ey laaeia
program studi yang bermutu dan re}evan

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
ﬁendldlkap dan nPnaembangan hrdang keitlmuan yang dibutuhkan Dada
Perguruan. Tinggi Agama Islam, Dii‘

melakukan pengkajian terhadap usulan

ahwa berdasarkan pertimbangan pada h
Keputusan Ducmux Jenderal Pendidika
Program Studi Magister Fkonomi Syari

Negeri Jember Tahun 2013,

torat Jenderal Pendidikan Islam

ukaan program studi;
uru f a dan huruf b, perlu menetapkan
fam

tontanc I7in Donvalonanaraon
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ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeiolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

Keputusan. Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan
Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;



Memperhatikan

KESATU

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; -
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan

Pembidangan llmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi

Aocama:
Agama;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama;

1. Hasil presentasi pembukaan program studi Magister Ekonomi Syari’ah

Sekolah T mgg1 Agama Islam Negeri Jember;

Hasil rapat Tim Teknis dan Tim Penilai proposal pembukaan program studi

baru Perguruan Tinggi Agama Islam;

3. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program studi
baru;

to

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
ENY ELENGGARAAN 'PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI
A_H PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
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gister Ekonomi Syari’ah
ahun 2013 untuk jangka

agar diajukan untuk

pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jemb
waktu 3 (tiga) tahun sejak Olteldpkdll da ail selai
memperoleh perpanjangan izin dan akreditasi

Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Mag
er T
njut
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Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk
pelaksanaan perkuliahan extention, konversi, memperpendek masa studi Strata
Dua, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), menerima rombongan yang
berpoteml penyelenggaraan kelas di luar kampus.

Alumnus program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
menggunakan gelar akadeimik sesuai dengan Peraturan Pm....e'. Agama Nomor 36
Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di
Lingkungan Perguruan Tinggi Agama,

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan (progress report) tentang

penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Isiam.

Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai
dengan peratur..p yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat
sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak
berdasarkan hasil evaluasi sclama 3 (tiga) tahun penyelenggaraan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Jakarta
p?‘dﬂ fangga] 20 moustus 2073
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